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A. Dasar Hukum  

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara; 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 
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5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif; 

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan 

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota; 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang 

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota; 

11. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 

127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan 

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, 

Serta Walikota Dan Wakil Walikota; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016, Tentang Cuti di Luar 

Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016, Tentang Cuti di 

Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3/4204/SJ, tanggal 30 

Agustus 2024 Tentang Penegasan Terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara 

Bagi kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah serta Pengusulan Penjabat  

Sementara Bupati dan Penjabat Sementara Wali kota; 

 



B. Imbauan  

 Berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Pemilihan, Badan 

Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan tahapan 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai upaya melakukan pencegahan 

terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan.  

Berkaitan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Mojokerto pada Pemilihan 

Serentak Tahun 2024 mengimbau: 

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 70 UU nomor 10 Tahun 2016, 

menegaskan : 

a. Ayat (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota 

dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, 

selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:    

1. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan   

2. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. 

b. Ayat (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan 

Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, 

dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 

diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.  

c. Ayat (5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU 

Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota. 

2. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 

2016 pasal 3 menegaskan : 

a. Ayat (2) Gubernur memberikan cuti di Luar Tanggungan Negara kepada 

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 7 

(tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon; 

b. Dalam hal Gubernur tidak memberikan cuti di Luar Tanggungan Negara 

sebagaiman dimaksud pada ayat (2) Menteri memberikan cuti di Luar 

Tanggungan Negara kepada Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil 

Walikota. 

3. Bahwa aselama masa menjalani masa cuti kampanye agar segala jabatan yang 

melekat karena posisinya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 

tidak lagi dipergunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan dari 

konstituennya; 



4. Bahwa selama cuti berlangsung agar pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam 

kampanye seperti pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, 

pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota 

TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah  dan perangkat Desa atau 

sebutan lain/perangkat Kelurahan, tetap menjaga netralitasnya dengan tidak 

membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan 

salah satu pasangan calon.. 

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian, dan kerjasamanya 

diucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tembusan: 

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur; 
2. Arsip 


